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[ SALINAN ]

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Daerah telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah
yaitu tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tentang
Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan, serta tentang Izin Gangguan;

bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian,
dinamika perkembangan kesehatan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, jenis pelayanan, dan
peningkatan kemampuan tenaga kesehatan pada jenis
Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta akselerasi tata
kelola pemerintahan yang baik terhadap Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, dan Izin Gangguan berimplikasi
terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

huruf a, sehingga perlu disesuaikan;

bahwa untuk menjamin alokasi pendapatan daerah
terhadap retribusi daerah selain yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah
Daerah masih memberlakukan Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang sepanjang mengenai Retribusi
Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
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bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD
dengan Walikota pada tanggal 7 Agustus 2014,

bahwa dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
telah ditetapkan Keputusan Gubernur Banten Nomor
188.342/Kep.422-Huk /2014 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang
Retribusi Daerah pada tanggal 1 Oktober 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, serta ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Jalan dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5333);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5358);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang
Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 0610);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

-4 -

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun
2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0411);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1411);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 38);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
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Perangkat Daerah  adalah unsur pembantu  Walikota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi,
Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan wuntuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
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Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

Wabah Penyakit Menular, yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang
lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan
malapetaka.

Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya
atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna
secara epidemologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan
merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle),
yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala
kawasan.

Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal
tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap
orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk
memakamkan jenazah.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
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Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya
disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
belum dipakai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah
ditera sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang Metrologi Legal.

Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan
tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi
persyaratan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbangan.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai
pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang
menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT
adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam
kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak
kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan
dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau
dipamerkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan
Terbungkus.
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Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru,
rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku.

Izin Gangguan, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas
pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada
pemberi kerja tenaga kerja asing.

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya
disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan lainnya
yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi yang terutang.



43.

44.

45.

46.

47.

48.

(1)

-9 -

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah sebagaimana diatur oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2
Jenis Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan

e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
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(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut
jika potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah

untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 3
Jenis Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 4
Jenis Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.  Retribusi Izin Gangguan; dan
c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit
Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan tempat pelayanan
Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
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(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta; dan
b. keadaan Wabah, letusan, atau KLB yang dinyatakan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati jasa pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis

pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, frekuensi, dan waktu pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
Kesehatan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa

sarana, dan jasa pelayanan.
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Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan
berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan gigi
mulut pada jenis pelayanan bedah mulut dengan anastesi lokal yang
dilakukan di ruang operasi/bedah sentral, ditetapkan berdasarkan tarif
pelayanan tindakan operasi/bedah sentral sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pelayanan Farmasi
sebagaimana dimaksud pada Lampiran I huruf DD ditetapkan berdasarkan

Harga Netto Apotik (HNA).

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 15
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
TPS/TPS3R,;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS/TPS3R ke
lokasi TPA/TPST; dan
c. penyediaan lokasi TPA/TPST.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,

dan tempat umum lainnya.

Pasal 16
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan

dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur
berdasarkan:
a. jenis; dan

b. volume sampah.



(1)

(2)
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Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19
Prinsip dan sasaran penetapan tarif =~ Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
a. pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS3R;
b. pengangkutan dari TPS/TPS3R ke TPA/TPST;
c. penyediaan lokasi TPA/TPST; dan

d. pengelolaan sampah spesifik.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut

Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan

mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 23
Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan
pengurukan; dan

b. sewa petak makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 24
Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemakaman

dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25
Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

Mayat.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur

berdasarkan lokasi, dan jangka waktu yang digunakan untuk pemakaman.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan
Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
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Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan pada Tempat Pemakaman Umum
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 29
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 30
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/atau  pengujian alat pemadam = kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran
dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh

masyarakat.
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Pasal 32
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan
dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran,

dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33
Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa diukur berdasarkan jenis alat/bahan, kapasitas, frekuensi, dan tingkat

risiko kebakaran.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
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Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 37
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa
pelayanan pengujian UTTP, dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan jasa tera/tera
ulang, meliputi:
a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 40
Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian alat UTTP serta

pengujian BDKT.
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Pasal 41
Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur
berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan

pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 45
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Umum.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi

sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan

daerah, meliputi:

a. tanah;

b. bangunan/gedung;
c. peralatan mesin; dan
d. kendaraan.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut, meliputi:

a. pemancangan tiang listrik/telepon; atau

b. penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 48
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan

yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
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Pasal 49
Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur
berdasarkan jenis, lokasi, NJOP, dan jangka waktu pemakaian kekayaan

daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 51
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa wusaha tersebut

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 53
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.
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Bagian Kedua

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 54
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55
(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,

dan pihak swasta.

Pasal 56
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,

dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 57
Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur
berdasarkan lokasi, jenis, frekuensi, dan jangka waktu penggunaan tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
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Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 59
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Golongan Retribusi
Pasal 61
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 62
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.



(1)

(2)

(3)
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Pasal 63

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang,
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien
luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut.

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan

yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

(1)

(2)

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur
berdasarkan pada luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan
rencana penggunaan bangunan.
Terhadap tingkat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
bobot (koefisien).



(3)

(4)

(1)

(2)
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Besaran bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai berikut:

No. Lantai Bangunan Koefisien
1. Lantai Besmen III 1,26
2. Lantai Besmen II 1,23
3. Lantai Besmen I 1,20
4. Lantai Dasar 1,00
S. Lantai II 1,09
6. Lantai III 1,12
7. Lantai IV 1,15
8. Lantai V 1,18
9. Lantai VI 1,21
10. Lantai VII 1,24
11. Lantai VIII 1,27

Selain lantai bangunan dan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
setiap kenaikan 1 (satu) lantai atau penurunan 1 (satu) lantai besmen,

berlaku seterusnya ditambah koefisien 0,03.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. penerbitan dokumen izin;

b. pengawasan di lapangan;

c. pengecekan dan pengukuran lokasi;

d. penegakan hukum;

e. penatausahaan; dan

f.  biaya dampak negatif dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)
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Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 68
Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan

rumusan sebagai berikut:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan = (Luas Bangunan x Harga Satuan
Retribusi Per Meter Persegi x Koefisien Ketinggian Bangunan)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Jika memperbaiki dan merubah struktur bangunan, dikenakan tarif
Retribusi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan yang ditetapkan.

Jika menambah struktur bangunan, hanya dikenakan tarif Retribusi
sebesar 100% (seratus per seratus) terhadap penambahan struktur

bangunan baru.

Jika terjadi perubahan fungsi bangunan dikenakan tarif Retribusi sebesar
100% (seratus per seratus) sesuai dengan fungsi bangunan yang
dimohonkan dikurangi tarif Retribusi fungsi bangunan sebelumnya.

Dalam hal kehilangan Izin Mendirikan Bangunan, sebagai pengganti Izin
Mendirikan Bangunan dikenakan tarif Retribusi sebesar 25% (dua puluh
lima per seratus) dari besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Terhadap bangunan penunjang tempat ibadah yang digunakan untuk:

a. kegiatan resepsi, ruang pertemuan, dan sejenisnya;

b. tempat pendidikan; dan

c. sarana yang bersifat komersil,

dikenakan tarif sebesar 100% (seratus per seratus) dari tarif Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

Bangunan Penunjang Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII huruf B angka 14 dikenakan
tarif berdasarkan fungsi bangunan.

Paragraf 5
Golongan Retribusi
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Pasal 69
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan

Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 70
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian

dan/atau gangguan.

Pasal 71

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah.

Pasal 72
Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 73
Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Gangguan.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 74
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Gangguan diukur
berdasarkan pada luas areal usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai

berikut:

Lokasi Indeks Lokasi

Jalan ROW (13 - dan seterusnya)
Jalan ROW (7 — <13 m)

Jalan ROW (4 — <7m)

Jalan ROW (0 - <m)

N| Wl | O

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan

sebagai berikut:

Tingkat Gangguan Indeks Gangguan
Berdampak Tinggi 5
Berdampak Menengah 3
Berdampak Rendah 2

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 75
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. penerbitan dokumen izin;

b. pengawasan di lapangan;

c. pengecekan dan pengukuran lokasi;

d. penegakan hukum;

e. penatausahaan; dan

f.  biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 76
Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan rumusan
luas areal usaha x indeks lokasi x indeks gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Jika terjadi perubahan nama/balik nama atas Izin Gangguan, tidak
dikenakan tarif Retribusi Izin Gangguan.
Pemegang Izin Gangguan akan dikenakan tarif Retribusi Izin Gangguan
sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setiap 3 (tiga) tahun dari tarif Retribusi

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 77

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

(1)

(2)

Pasal 79
Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan
IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Perpanjangan IMTA bagi Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara
Asing, Badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan
jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 80

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
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yang memperoleh pelayanan Perpanjangan IMTA.

Pasal 81
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 merupakan Wajib

Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82
Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Perpanjangan IMTA diukur

berdasarkan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 83
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. penerbitan dokumen izin;
b. pengawasan di lapangan;
c. penegakan hukum;
d. penatausahaan; dan

e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

(1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

(2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayar dengan

Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran
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Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 5

Golongan Retribusi

Pasal 85

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 86
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 87

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah atau di tempat pelayanan

diberikan.

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 88
(1) Masa Retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif
Retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.
(2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan

Penundaan Pembayaran

Pasal 89
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan diberikan tanda
bukti pembayaran.
Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat yang
ditunjuk sesuai dengan SKRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur

dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 91

Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Khusus untuk pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA
diutamakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 92
Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 93
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Walikota.
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 94
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 95
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Walikota.
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BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 96
Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan
surat teguran.
Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusi yang terutang.
Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan

Walikota.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 97

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh, jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran dimaksud.
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Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

Pasal 98
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%

(dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1)

(2)

(3)

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 100
Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
Retribusi.
Pengurangan, dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan melihat fungsi objek Retribusi.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, atau

pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 101

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan Retribusi.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau -catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XVII
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PENYIDIKAN

Pasal 103

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, merupakan

pelanggaran.

Pasal 106
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, merupakan penerimaan

negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. orang pribadi atau Badan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan,
Izin Gangguan, atau Perpanjangan IMTA yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa
izin berakhir; dan

b. Izin Gangguan berjangka yang sudah habis masa berlakunya harus

diterbitkan Izin Gangguan yang baru dan tidak dipungut Retribusi.
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BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 0810);

Pasal 18, Pasal 19 huruf c, Pasal 21 sampai dengan Pasal 34, Pasal 37, Pasal
38 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 0411); dan

Pasal 11 ayat (6), dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 1411),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap ketentuan

pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan ketentuan

pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 13 Oktober 2014

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN : (9 )/(2014)



